
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

NOMOR 29  TAHUN 2011 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 
Timur Tahun Anggaran 2012; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,  Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia 4270); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara 



 

 

2 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24   Tahun   2004  tentang  
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor 54   Tahun   2005  tentang  
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

16. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor  123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 
Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

dan 

BUPATI LUWU TIMUR  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 

ANGGARAN 2012. 

Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas 

 

1. Pendapatan Daerah   Rp. 702.684.396.276,00 

2. Belanja Daerah   Rp. 730.843.020.833,00 

                            Surplus/(Defisit)        (Rp. 28.158.624.557,00)  

 

3. Pembiayaan Daerah : 

    a.   Penerimaan      Rp.  44.712.947.204,50 

    b.   Pengeluaran     Rp.  16.554.322.647,50 

 Pembiayaan Netto   Rp.  28.158.624.557,00  

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a.   Pendapatan Asli Daerah                 Rp. 103.920.463.600,00 

b.   Dana Perimbangan                     Rp. 487.469.459.000,00 

c.   Lain-lain Pendapatan yang Sah          Rp. 111.294.473.676,00 

 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan: 

a. Pajak daerah Rp. 67.003.680.000,00 
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b. Retribusi daerah Rp. 10.421.783.600,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Rp. 6.500.000.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 19.995.000.000,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan: 

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 76.915.450.000,00 

b. Dana alokasi umum  Rp. 365.829.499.000,00 

c. Dana alokasi khusus Rp. 44.724.510.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 84.000.000.000,00 

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 16.501.232.400,00 

c. Bantuan keuangan Rp. 10.793.241.276,00 

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Belanja Tidak Langsung  Rp. 291.156.253.918,00 

b. Belanja Belanja Langsung Rp. 439.686.766.915,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari  jenis belanja; 

a. Belanja Pegawai  Rp. 255.081.051.074,00 

b. Belanja Hibah  Rp. 2.155.000.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial  Rp. 1.014.800.000,00 

d. Belanja Bagi Hasil  Rp. 1.557.226.000,00 

e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 29.848.176.844,00 

f. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.500.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai  Rp. 37.892.772.400,00 

b. Belanja Barang dan Jasa  Rp. 141.523.601.454,00 

c. Belanja Modal  Rp. 260.270.393.061,00  

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan  Rp. 44.712.947.204,00 

b. Pengeluaran Rp. 16.554.322.647,00 

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a. SILPA Rp. 44.712.947.204,00 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan: 

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp. 1.000.000.000,00 

b. Pembayaran Utang Pokok Rp. 15.554.322.647,00 

Pembiayaan Netto Rp. 28.158.624.557,00 

SiLPA Tahun berkenaan  Rp. ,00 

 

 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 

1. Lampiran I  Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 

3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;   

6. Lampiran VI  Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII  Daftar piutang daerah; 

8. Lampiran VIII  Daftar penyertaan modal (investasi)daerah; 

9. Lampiran IX  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap 

daerah; 

10. Lampiran X  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset 
lainnya; 

11. Lampiran XI   Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; 

13. Lampiran XIII  Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

 

 

Pasal 6 

Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD. 

 

 



 

 

6 

 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun  2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Timur. 

 

                                                                                         
Ditetapkan di Malili  

pada tanggal 31 Desember 2011 

BUPATI LUWU TIMUR, 

 

 

                                                                                           

ANDI HATTA.  M 

 

Diundangkan di Malili  

pada tanggal 31 Desember 2011 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

 

 

BAHRI SULI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 29 


